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emerintah ataupun

DPR

iapkan Draf RUU Pemilu

Masvarakar sipil menverahkan draf revisi UL Pemilu ke pemerintah karena pembahasan
di DPR dinilai sarat kepentingan politik sehingza perlu rujukan vang obvektil.

JAKARTA. KDOMPAS — Pemierintah
retapy menyusan deaf revisi Tn-
dang-Undang Pemilu muskipun
inkstalil beruda di langan DPR.
Langkah ini ditempuh untuk
mengantisipasi dinamika leis-
Tasi yang kerap beruhah
ligus menyiapkan naskah pem-
banding sast pembahasan.

Menteri Konndinator Ridang
Hukum, TAM, Imigrasi, dan
Pemusyarakaten  Yusril Lhea
Mahendra mengatakan, peme-
rinkal dan Dewan Perwakilan
Iakyat {DPEY st ini begalan
paralel dalam menylapkan ran-
cangan revisi Undang-Undang
S 7 Tahun 017 fentang
Pemilihun  Umum  (Pemilu),
Meskipun dalam Program Le-
i Masional (Prolegnas) Pri-
dan e rewisi 1717
Pemilo ditetapkan sehagai ini-
slatil DPE, belum ada kepastian
pihak mans yvang bakal me-
mvisun draf revisi tersehut.

Bampai harl  ini masih
terjacdi turtk menartk stapa yang
akan mendmf KUU  Pemilu,
pemerintah ataw DPR. Keduo-
ampa menyizpkan drafl” ujar
Yusnl dalam diskust bertyuk
"Transtormasi Demokrasi Me-
lalni  Hodifikasi  Undang-1m-
dang Pemile i Jakarta, Rabuo
{3/12/2025),

Dalam pemyusunan UL pi-
hak yang ditetapkan sehapai
pengusnl  hertangging  favah
menviaphan naskab - akademik
dan dral revisL Adspun revisi
ilu yang tercantum da-

iritis A6

ditetapkan sehaga intstatil DER
melalui Komisi [L

Me=ki demikian. lanjut Yu-

stil, proses legislasi di DPPR se-
ring kali berubah. Rewisi on-
dang-unding yang semula dise
pukatl sebagal inisiatid peme-
rintah dapat bergeser menjadi
inisiatif DFR, dan sebaliknys
Perubahan arsh sempcam ity
bukan hal yang jarsng (eedi
dalzm pembahasan rancangsn
undang-undang

Oleb Karvei b, pemerintah
sejak wwalmenyiapkan draf re-
vist DR Pemilie Jika nanginva
inisiatif pEnvusiman beralih ke-
parcds pemenintab, draf wersebig
slap digunakan sebaga dasar
pembahasan. Sebaliknya, apahi-
T veisi TIT Peanibu tetap men=
judi imisiafil DPR, draf yang
disusun pemerintsh dapat dipa-
kai sebagai pembanding, ter-
masuk dalan pesgusnian daf-
tar imveEn s masalal,

Ia menambehkan, pembi
husan pevisi UD Pemilu ide-
alnya dapat dimulzi pada awal
taln depan, Dengan demikian,
keseluruhan proses revisi dapat
diselesaikan  maksimal dalam
25 tahun masa pemerintzhan
Pregiden  Prabown Subianto
Dengan tenggat il penveleng
durs pemilu. partsi politik, dan
masyarakat memilikd waktu cu-
kup ik menyestzikan div
terhadap regul

“Pesan Presiden bepas
mengatakan supaya pemiln kita
i hetul-betul adil, wemberi
kesempatan kepada semu Ja
ngan sampai pofitik it hanya
memberi kesempatan kepada
OTETRE-aEIRET [EUEiLE dian
OFNE ONNE Vg pumyil Uing
s ujarmve

la menamhatkan.

P'residen

juos  berharsp  atursn  bare
memberi peliang lebil hnas ha-
¥ kemumculan Kader bangsa
daurd lapisan masyarakat bawah
vang  memiliki  kemampuan
herpalitil. tetapd midak 2elale
mesmiliki Gikses atau meadal be
sar. Hal it sejalan deagan upa-
va pemerintah  merumuskan
desain pemiln vang lehih in-
Wbusil dan terbuk

Versi masyarakat sipil

Dalam kesdmpatan in, ko-
alisi masvarakalsipil  menyt
rahkan naskah skademik dan
draf revisi U1 Pemiln, képads
Yusril zehagai omasulan resei
bl pemerntah, Dokumen se
rupd Lelah disershkan kepuds
Kementerian  Dalam  Neperi
sertapimpinai, Komisi [T TR

Menurut Yusril, pemerintah
menghansl sl masvan
ket sipil untuk mengus
draf revisi UL Pemilu. S

ViLE

P Wng
lebih jernih dibutuhkan dalam

merumuskan
hukum peamilu,
"Masyarakat sipal Jan Kalang
an aksdemisi memiliki posisi
penting. Mereka tidak merniliki
kepentingan elektorl bingsurg,
tetapt berda pada pusisi yung
dapat membantu memperkuat
fomdasi demaobras,” katanya,
Trirektur Fleelonf Perkum-
pulan ustuk Pemilu dan De
mobirasi (Perludem) Heroik M
Pratama mengatakan, dr:
visi UL Pemit dari
sipil bukan dim;
menandingl pemerintah  stan
[HPR. Diraf yang disusun oleh 12

T TTEEA- WO

orgenisasi i diharspkan mem-
hanm pemerintah dan DPR da-
lim merumuskan aturan pe
milu yang lebih solid
Kerja kolaboratit itu. menu-
rut dia, herangkat dori peng-
alarman dus e milt serentak -
da 2019 dan 2024 yand menen-
jukkan kompleksitas besar da-
lam proses elekroral. Hal im
mencakip Rata kelola pemu
nguban suar pengawasan, b
han penvelenggara, hinggz me-
ningkamya  kebutthan  peng-
Eunaan tekaobug informasi.
“Haswisi UL Pernilu bukan ba-
nya merapikan teknis pemilu.
tetapi juga mensangkut kualitas
representasi dan perindungan
hak politik warga termasik ke-
lompok rentan,” tubarmva.
lajiaga meyaint ayakinga
uji_materi di Mahkamah Kon-
stitusi lerdinbip regulisl kepe
miliin - sebuerai - bukti  bahwa
aturan yang ada tidak cukup
respemsif,  Berdagarkan  data
ME. LU Nomnor 7 Tahun 2007
tentang Pemilu telah diuj -
teri sebanyvak 1773 kali, semen-
Farn UL Naer 100 Tahun 2006
tentang Plkodda doup
Direktur Pusat Studi Kon-
sttusi (PUSaK0Y Fakaltas Hu-
lm Universitas Andalas Char-
les Sumaburas menaal, kodifikast
UL Pemilu sebagma langksh
wyang paling logis unnik mera-
ik seburab norma kepemi-
luan, Kodifkasi memungkin
kan aturan pemilu berada da-
lamn satu kerangka vang utuh
sehingga ridak Tag terpisah di
berbagal unding undang atau
pun putusan pengadilan
Iirekiur Eksebutf Pusat Ka-

jian Politik Universitas Indo-
nesia (Puskapol UT) Hurriyah
menili, wicana revisi UL Pe
milu selama in terlau didomi-
nasi perdebatan mengenai pi-
likam gistem pemmilhn. THalnimsns
publik dan elite politik lebih
bumyak terjebak pada kalkslasi
kursi. seperti beraps suars ya
dapar dikorwersi, sigpe yang
diuntungkan, dan  bagaimana
distribusi kurst bagl partal po-
litik.

Fadahal, menunt dia. kmalki-
toss demokrasi Lidak hamya di
tentukan cleh model sistem pe-
milw. Aturan main pemilu juga
harus dapat menyediakan -
ang  partsipasi  yang  setar,
amun, dan bebas dar kekerssan
hari semia Warga negara.

Sementara itu, Divektur Fi-
sekutif Metwork for Democracy
and  Elsctoral [mtegnty (Nt
drit) Hadar Nafis Gumay me-
nilai, pemanfastan  teknologi
merupakan salah gato kunei un-
tuk meningkatkan kuaditas pe
milw Teknologh dapat memper-
cepat proses rekapitulasi, me-
ngurangi heban administratif
diun mempersempil ruang mi
nmipulasi palda berbusai tinghat
PEITUNZLEADN SUATA.

L pun mendesak penerintah
dun DPR untuk segera menyi
apkan regulasi vang memberi
legitimasi  pada  pengmuinaan
tekndogi pemili secara aman
dan transparin. Dasir hukum
vang jelas akan membuat pe-
nyelengpere pemilu memaksi-
talkat bekmelogd, menttup ce-
Tah sematheta, serta memperkuat
intedrites pemilu di semua ta-
hapsan. (S



http://www.tcpdf.org

